PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekdif. transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama C MUHAMMAD AHSAN THAMRIN, S H., MH.

Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA,
Selanjulnya disebut pihak pertama

MNama HERRY AHMAD PRIBADI, SH MH

Jabatan KEPALA KEJAKSAAN TINGG| MALUKLU UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah sepert
yang telah ditetepkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pambearian panghargaan dan sanksi.

Tabelo, 22 Januar 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
HALMAHERA UTARA,
Glnfa.)
Herry Ahmad Pribadi. SH.. M.H. Muhammad Ahsan Thamrin, 5.H., M.H

Jaksa Utama Madya NIP. 19651001 188003 1 003 Jaksa Madya NIP, 19721111 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA
TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

E. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asas manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swaseambada pangan, energl, air. ekonomi krealif, ekonomi
hijau, dan ekonomi biru.

3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatf, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,

4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda, dan penvandang disabilitas,

5. Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

6. Membangun dar desa can darn bawah uniuk pemarataan ekonomi dan
pembarantazan kemiskinan.

I Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serla peningkalan toleransi antarumal beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat 80%
Pelayanan Publik dan
FPeryuluhan Hukum

2 | Meningkatnya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penanganan | 15%
Penegakan Hukum  dan | Perkara Pidana Umum  yang
Keadilan Melalui Transforrmasl | Memenuhi Prinsip Keadilan

Sistemn Penuntutan Penanganan Perkara Pidana Khusus | 75%

dan TPPU yang Memanuhi Prnsip
Keadilan




No Sasaran Strategis l Indikator Kinerja Target
3 | Meningkatnya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan 80%
Penyelamatan dan Pemulihan | dan Pemulihan Aset Negara
et ! _Panyelama:an G Tingkat Penyelesaian Penyelamatan
Pargsmosian SOIER | dain Pengembalian Kerugian MNegara 0%
megn Melalui Jalur Pidana dan Perdata
4 |Menguatnya Tata Kelola | njlai Evaluasi Intemal SAKIP 6%
Organisasi yang  Optimal, — 509
| Transparan dan Akuntabel Nilai Kinerja Anggaran
Mo Program Anggaran
1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 1.641.026.000
2 | Program Dukungan Manajemen Rp 6.798.175.000
| Jumiah i Rp 8.438.201.000
{

D. PRIORITAS NASIONAL
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negen/Cabang Kejaksaan Negen.

E. KINERJA TAMEBAHAN

1 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasicnal/Strateg Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia

2. Felaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Hepublik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Tingkat Famerintah Daeran.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan
Tinggi

Tobelo, 22 Januar 2025,

Pihak Kedua, Pihak Partama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA, KEPALA KEJAKSAAN NEGER|
HALMAHERA LITARA,

-

Herry Ahmad Pribadi, S H, M.H. Muhammad Ahsan Thamrin, S H.. M.H
Jaksa UHtama Madya NIP. 18851001 195003 1 003 Jaksa Madya NIF. 19721111 199803 1 003




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujusdkan manajemen pemerintahan yang efekbf. transparan dan
akuntabel serta bercrientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama © AGUSTINUS PATTIFEILUHU, S.H.
Jabatan . KEPALA SUEBBAGIAN PEMBINAAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . BAMBANG SUNCTO, S.H., M.H.
Jabatan © KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

Selaku atasan langsung pinak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perfanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
ternadap capaian kinerja dari parjanjian ini dan akan mengambl tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 10 September 2025

Pihak Kedua, Fihak Pertama,

AAN NEGERI KEPALA SUBBAGIAN PEMEANAAN,

LL

Jaksa NiSeveNIP 3200212 1006  Madya Wira NIP. 19760802 200212 1 003



PERJAN.JIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2,

Memperkokoh ideaclogi pancasila, demokras:, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sislemm pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekanomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualtas, mendeorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pangembangan infrastrukiur

. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan. prestasi olahraga, kesetaraan gender, serfa penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industnalisasi untuk meningkatkan nilal tambah di
dalam nagen.

. Membangun dari desa dan dar bawah untuk pemeratzan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan
Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Mamperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

‘No | Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 | Meningkatnya optimalisasi | Inchikator Kinerja Pelaksanaan
reallsasi anggaran kejaksaan | Anggaran (IKPA) S0
El

2 Mﬂ-rtingkatnﬁ.ﬁumﬁas dan Persentase sarana dan prasarana 95
kualitas sarana dan prasarana | sesual standar kebutuhan
yang mendukung kinerja
Kejaksaan RI

3 | Meningkatnya tertib | Tingkat pemenuhan inventansasi dan | 273

penyelangparaan tata kelola | pelaporan Barang Milik Negara
aszal ]




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
4 | Meningkatnya kepuasan | Persentase kepuasan  terhadap
masyarakat terhadap layanan | layanan hukum dari masing-masing 75
hukum Satker
No Kegiatan Anggaran
1 | Layanan Umum 51.050.000
2 | Layanan perkantoran 8.547.125.000 |
"3 | Layanan Sarana Internal 200.000.000
Jumiah 6.798.175.000

D. PRICRITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Palaksanaan Rencana Aksl MNasional/Strategl Masional di Lingkungan Kejaksasan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kesjaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serla Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrnan/Lembaga.

4. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung

Tebelo, 10 September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

T
r“%
o

in ipeiluhu, S H.
Madya Wira NIP 19760802 200212 1 003




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : RIDZKY SEPTRIANANDA, S H.
Jabatan . KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pinak pertama

Mama . BAMBANG SUNOTD, SH., MH.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGER| HALMAHERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjuinya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinena yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Weberhasilan dan kegagalan
pencapaian larget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pembenan penghargaan dan sanksi

Tobelo, 10 September 2025

Pihak Kedua, Fihak FPertama,

Jeliii Uyt LS. ABBA I SO0 .1 G



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berketanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1
2

Mamperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
Memantapkan sistem perfahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kefa yang berkuslitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatf, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta panguatan
paran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Melanjutkan hilinsasi dan indusinalisas: untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negen.

Membangun dar desa dan dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pembearantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya pelaksanasan | Persentase pelaksanaan operasi :
operasi intelijen yang | inteljen yang berkatan dengan
berkaitan dengan bidang | bidang ldeologi, Politik, Pertahanan 10
ldeologl, Politik, Pertahanan | dan Keamanan
dan HEerH[rm
2 | Meningkatnya pelaksanaan Persentase pelaksanaan Operasi
Operasi Intelijen yang Inteljen yang berkaitan dengan 10
berkaitan dengan bidang bidang  sosial, budaya  dan
sosial, budaya dan kemasyarakatan
kemasyarakatan
3 | Meningkatnya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan Operasi




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Operasi  Inteljen  yang | Inteljen yang berkaitan dengan 10
berkaitan dengan bidang | bidang ekonomi dan keuangan
ekonomi dan keuangan

4 | Meningkatnya kegiatan | Persentase Kegialan Pengamanan
Pengamanan Pembangunan | Pembangunan Strategis 50
Stratagis

5 | Meningkatnya operasi | Persenlase pelaksansan Operasi
inteljen  yang  berkaitan | Intelien yang berkaitan dengan 10
dengan leknologi informasi | teknologi informasi dan  produksi
dan produksi intelijen intelien

& | Meningkatnya kualtas dan | Persentase lembaga/ pihak yang
kuantitas penyuluhan dan | diberi penyuluhan dan penerangan 20
penerangan hukum hukum

7 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pemangku
parmangku kepentingan | kepentingan terhadap layanan 40
terhadap layanan penyuluhan | penyuluhan dan penerangan hukum
dan penarangan hukum

No Keglatan Anggaran

1 | Pencarian Buron Tindak Picana/DPO 30.000.000 |

"2 | Kegiatan | Operasi Intelien Penyeidikan, 40.000.000 |
Fengamanan dan Penggalangan di Kejaksazan
Tinggd Kejakzaan Negeril Cabang Kejaksaan
Mageri
I .

3 | Kegiatan/ Operasi Inteljen pada Posko Intefijen di 30.000.000
Kesaksaan Tinggll Kejaksaan Neger

4 | Kegiatan Pangawasan Aliran Kepercayaan 58.008.000
Masyarakat DI Kejaksaan Tinggl/Kejaksaan
Meger/Cabang Kejaksaan Negeri

5 | Kampanye Anli Komupsi di  Kejaksaan 20.000.000
TinggiKejaksaan Megeri/Cabang Kejaksaan
Negen

& | Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum 38.976.000
pada K.ejaksaan Tinggi'Kejaksaan
NegerifCGabang Kejaksaan Negeri

7 | Penyuluhan Hukum  di  Kejaksaan 52_.400.000
TinggiKejaksaan MNegeriCabang HKejaksaan
Negeri
=1 Jumiah 269.384.000 |




D. PRIORITAS NASIONAL
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Keiaksaan Negen/Cabang Kejaksaan
MNagen.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direkiiffinstruksi Jaksa Agung

Tobelo, 10 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

EJAKSAAN NEGERI KEP SI INTELIJEN,
ERA UTARA,

Jaksa Madih e 121006 Jaksa Muda NIP 19840926 200912 1 001



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerniahan yang efektif transparan dan
akuniabel serta beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ni:

Nama . DEWI ATHIRAH AKSAN, SH., MH
Jabatan - KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . BAMBANG SUNOTO, S H., MH
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERIHALMAHERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanjl akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperti
yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan avaluasi
terhadap capaian kinerja darl perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 10 September 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SEKS| TINDAK PIDANA UMUM,

SH.MH
IP. 19960314 202012 2 030

Ajun Jaksa



PERJAMJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akseleras: Perfumbuhan Ekonomi yvang Inklusif dan Berkelanutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

%
2

Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan ndustri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologl,

pendidikan, kesehatan, prestasi clahraga, kesetaraan gender, serfa penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah uniuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan,

Memperkuat reformasi  polik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pamberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

Sasaran Program Indikator Kinarja Targat

1

Meningkalnya Penyelesaian | Persentase perkara yang
penanganan perkara Tindak | diselesaikan berdasaran keadilan

Pidana Umum terentu | restoratif 75
berdasarkan kaadilan
restoratif

£ | Meningkatnya kualitas Persentase perkara tindak pidana
Penyelesaian Penanganan umum yang diproses hingga Pra- 75
Perkara Tindak Pidana | Penuntutan
Limum —

Persentase perkara tindak pidana
umum yang diproses  hingga
| Penuntutan

o




| No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Persentase perkara tindak pidana '
umum  yang & krachf  van 75
gewusjodezaak (Berkekualan hukum
tetap) yang telah dieksekusi !
3 | Meningkatnya kepuasan |Indeks kepuasan  masyarakat
masyarakat terhadap | terhadap layanan hukum bidang 75
layanan  hukum  bidang | tindak pidana umum
findak pidana umum
No Kegiatan Anggaran
1 | Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra 16.940.000
Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi
Z | Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra 145200 000
Penuntutan dan Penuntulan Pada Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
3 | Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap 10.000.000
upaya hukum dan pelaksanaan eksekus di
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
4 | Restorative Juslice perkara Tindak Pidana 7.720.000
Umum Pada HKejaksaan MNeger/ Cabang
Kejaksaan Negeri
Jumiah 179.850.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
Felaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

1

Republik Indonesia.

. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksasn Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.

Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Tabelo, 10 September 2025



Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDARNA LIMLUM,




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklif, transparan dan
akuntabel serta bercrientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEONARDUS YAKADEWA, S H.

Jabatan : KEPALA SEKS| TINDAK PIDANA KHUSUS
Selanjutnya disebut pinak pertama

Mama - BAMBAMNG SUNMOTO, 5. H., M.H.

Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak partama beranji akan mewujudkan target kinara yang seharusnya sasuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah sepert
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut manjadi tanggung jawab kami,

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian im dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,
Tobelo, 10 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK FIDANA KHUSUS,




3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideclogl pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan ssten pertahanan  keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalul swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kera yang beskualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesahatan, prestasi aolahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, peamuda. dan panyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri
. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memparkuat reformasi politik, hukum, dan  birokras, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelargsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

P

Mo

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya Penyelesaian | Persentase tindak lanjut Laporan
Penanganan Perkara Tindak | Pengaduan Masyarakat L
Ficana HKorupsi dan TFPPU

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 70
pada tahap penyeldikan

secara Transparan, Akuntabel
dan Profesional

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselasaikan 70
pada tahap penyidikan




1
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Persentase Perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 70
pada fahap pra penuntutan
Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 70 '
l pada tahap penuntutan
Persentase Perkara findak Pidana
Korupsi dan TPPU wang telah B0
dieksakusi
Persentase pengembalan kerugian
keuangan negara malalui jalur Pidana 85
Khusus
No Kegiatan Anggaran ]
1 | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian 82.082 000
Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan NegeriCabang Kejaksaan
Megeri
2 | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian 206.000.000
Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan MegeriCabang Kejaksaan
Negen
3 | Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Fidana 688.340.000
Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan
Penuntutan di  Kejaksaan  Neger/Cabang
Kejaksaan Megeri Wilayah Il Maluku Wara
4 | Pelaksanaan Fksekusi Perkara Tindak Fidana 64.950.000
Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana
Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah (|
Jumlah 1.061.382.000

0. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kajaksaan

Republik Indenesia,

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Faraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

3. Pelaksanaan Tugas Dirextiffinstruksi Jaksa Agung.

Kementrian/Lembaga.



Tobelo, 10 Septembar 20256
Fihak Pertama,

EGERI KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS,

LR noto SH. MH. Leonardds. Yaks :
Jaksa Madya NIP. 19770613 200212 1006  Jaksa Muda NIP, 19840325{200912 1 002
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif. transparan dan
akuntabel serta berorieniasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama © RIDZKY SEPTRIANANDA, S H

Jabatan . Pit. KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama © BAMBANG SUNOTO, S H., M.H.

Jabatan © KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak perlama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai targat kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
ternadap capaian kinerja dan peranjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tobelo, 10 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

2ERDATA DAN TATA

s



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akseleras| Perumbuhan Ekanomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENMDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2,

Memperkokoh ideologl pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM}

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kamandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreahf,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru,

Meningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan metanjutkan pengembangan infrastruktur,

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pandidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, seda penguatan
paran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industnalisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

- Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya. serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja _Tamat
1 | Meningkatnya keberhasilan | Persentase perkara Perdata yang
Penyelesaian perkara | diselesaikan melalui jalur Litigas 70
Ferdata dan Tala h
peger ata Usaha Persentase perkara Perdata yang
diselesaikan melzlui jalur Non Litigasi 70
Persentase perkara Tata LUsaha
Negara yang diselesaiakan melalui 0

jalur Litigasi




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

2 | Meningkatnya pengembalian Persentase pengembalian kerugian
kerugian keuangan Negara | negara melalul jalur perdata 75
melalui jalur perdata

3 | Meningkatnya pelaksanaan | Jumiah  kegiatan  pertimbangan
kegiatan pemberian | hukum, pelayanan hukum dan 080
pertimbangan hukum, | tindakan hukum lain
pelayanan hukum  dan
tindakan hukum lain

4 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan masyarakal
masyarakal lerhadap layanan | terhadap layanan hukum perdata dan an
pertimbangan hukum, | tata usaha negara
pelayanan hukm dan i
tindakan hukum |ain

| No Kegiatan Anggaran
| 1 | Partimbangan Hukum/Penampingan 13,200,000

Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di
Kejaksaan TinggifKejaksaan Megern

2 | Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa 24.000.000
di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negen

3 | Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang 30.000.000
deelesalkan di Kejaksaan TinggiKeaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negen

4 |Pangalnlaan HALO JPN di Kejaksaan 6.000.000
Tinggi'Kejaksaan Negeri

5 | Layanan Informasi dan F;nla-,ranan Hukum Gratis 7.200.000
di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Neger

Jumlah - 80.400

D. PRIORITAS NASIONAL

=

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kesaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinsiruksi Jaksa Agung.



2.

Pirak Kedua,

Tobelo, 10 September 2025
Pihak Pertama,

Pit. KEPALA | PERDATA DAN TATA

EGARA,

Ridzk .
Jaksa Muda NIP. 12840926 200912 1 001



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah in

Nama : DEWIATHIRAH AKSAN, S.H.. MH.
Jabatan - Pit KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI

Selanutnya disebut pihak pertama

Nama - BAMBANG SUNOTO.SH.. M.H.
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, sefanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjan)i akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya sesual dengan
lampiran peranjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah seperi
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pancapaian farget kinarja farsabut manjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Tobelo, 10 September 20235

Pihak Kedua, Pihak Partama,

AKSAAN NEGERI Pit. KEPALA SEKS| PEMULIHAN ASET DAN
R ENGELOLAAN BE,

irah Aksan, SH., M.H
IP. 19980314 202012 2 030

HEEha pto, 5. H.,. MH Dewi
Jaksa Madya 9P, 19770613 200212 1 006 Ajun Jaksa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA

A, TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonoml yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMEANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asas! manusia (HAM).
Memantapkan sislem pertahanan keamanan negara dan  mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Meningkatkan [apangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Melanjutken hilinsas dan Industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dar desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

Memperkual reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat bersgama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya penyelesaian | Persentase penyelesaian
penysiamatan dan psmuliban | penyelamatan aset negara a5
ased
Persentase penyelesaian pemulihan
aset negara 85
2 | Meningkatnya kepuasan | Indeks  kepuasan pemangku
pemangku kepentingan | kepentingan terhadap penyelesaian
terhadap penyelesaian | penyelamatan dan pemulihan aset a0

| penyelamatan dan pamulihan
| st




[ No. Kegiatan ' Anggaran
1 | Pemeliharaan 13.860.000
Pemusnahan 18.040 000
|3 | Penyelesaian 18.100.000
Jumian 50.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategl Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga

3. Pelaksanaan Tugas Direktiffinstruksi Jaksa Agung.

Tobelo, 10 September 2025
Pinak Kedua, Pihak Pertama,

Flt. KEFALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

! h H
- 18960314 202012 2 030




